KARTU KREDIT PEMERINTAH
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Presiden Joko Widodo meresmikan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik untuk untuk
transaksi pemerintah pusat dan daerah di dalam negeri pada Senin (29/8/2022). KKP Domestik
adalah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi
pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara
domestik.

Sejumlah pejabat pun hadir, di antaranya Gubernur Bl Perry Warjiyo, Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Program ini sebetulnya tidak jauh berbeda dari KKP yang sudah ada seperti yang diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Jika mengacu pada PMK tersebut, yang mendapatkan kartu kredit pemerintah adalah
pejabat dan/atau pegawai di lingkungan satuan kerja kementerian/lembaga, yang berstatus pejabat
negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau pegawai lainnya untuk melakukan belanja
dengan KKP berdasarkan penetapan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin
Haryono mengatakan KKP domestik mulai berlaku pada 1 September 2022.
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KKP Domestik diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) sebagai bentuk digitalisasi pembayaran untuk
pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah.

Disebut suatu langkah maju dari bangsa Indonesia untuk meningkatkan layanan yang jauh
lebih baik.

Apa Itu Kartu Kredit Pemerintah?

Penerbitan KKP hanya dilakukan oleh bank yang memang memberlakukan Kartu
Kredit Pemerintah. Bank itu juga wajib sama dengan tempat pada saat dibukanya rekening
atas nama Bendahara Pengeluaran dan yang paling penting pada kantor pusat bank yang
memang melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) terkait
penerbitan KKP.

Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa KKP domestik ini merupakan bagian
dari aksi afirmasi belanja pemerintah dalam semangat gerakan nasional bangga buatan
Indonesia yang dicanangkan oleh Bapak Presiden pada 25 Maret 2022 di Bali.

Jenis Kartu Kredit Pemerintah
Ada dua jenis kartu kredit pemerintah untuk membayar berbagai tagihan tertentu,

yaitu:

1. KKP yang digunakan untuk operasional atau keperluan kantor, pembelian alas tulis
kantor, pemeliharaan gedung, sewa kendaraan, dan lain-lain.

2. KKP vyang digunakan untuk belanja keperluan dinas jabatan, seperti membiayai
perjalanan dinas pejabat atau staf pegawai, seperti akomodasi hotel, tiket pesawat,
hingga makan.

Manfaat Kartu Kredit Pemerintah
Setiap mengeluarkan kebijakan baru tentunya perlu didasari manfaat yang tepat,
termasuk kartu kredit pemerintah ini. Manfaat KKP:
1. Mengurangi pemakaian uang tunai pada transaksi keuangan negara;
2. Memberikan rasa aman dalam melakukan transaksi;
3. Meminimalisir adanya potensi kesalahan atau kecurangan seperti transaksi fiktif;
4. Mengurangi biaya pemakaian Uang Persediaan (UP).
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Tujuan Pengembangan KKP Domestik

Pengembangan KKP domestik itu kata Luhut Binsar Pandjaitan adalah bentuk
implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022 yakni penggunaan transaksi non tunai untuk
belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah.

KKP domestik juga menjadi penting untuk segera diimplementasikan dalam rangka
transparansi serta memberi kemudahan untuk pemerintah melakukan transaksi barang dan
jasa. Melalui program ini diharapkan akan membantu percepatan pembayaran ke Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Diharapkan KKP domestik ini dapat segera diadopsi
dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Diperlukan dukungan dari Bank
Pembangunan Daerah (BPD) dalam rangka percepatan perluasan KKP Domestik di daerah.

Sumber berita:

1. https://'www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220829150155-78-840381/siapa-saja-yang-bisa-
gesek-kartu-kredit-pemerintah, Senin, 29 Agustus 2022.

2. https://www.suara.com/bisnis/2022/08/30/103253/mengenal-apa-itu-kartu-kredit-
pemerintah-siapa-saja-yang-bisa-pakai, Selasa, 30 Agustus 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran

dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor

97/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara

Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah menyatakan antara lain:

1. Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat
digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN,
dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit
Kartu Kredit Pemerintah, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban
pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.

2. Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat
digunakan Satker, untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara dalam
penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah.

3. Kartu Kredit Pemerintah merupakan Kartu Kredit Corporate (corporate card) yang
diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.
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4. Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah merupakan bank yang sama dengan tempat rekening
BP/BPP dibuka dan kantor pusat bank tersebut telah melakukan kerja sama dengan DJPb.
Kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk penandatanganan perjanjian kerja sama induk
antara DJPb dengan Kantor Pusat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.

5. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai
berikut:

a. fleksibel, yaitu kemudahan penggunaan (flexibility) kartu dengan jangkauan pemakaian
yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant yang menerima
pembayaran melalui mesin Electronic Data Capture (EDC)/media daring.

b. aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan (fraud) dari transaksi
secara tunai.

c. efektif dalam mengurangi Uang Persediaan (UP) yang menganggur (idle cash) dan biaya
dana (cost of fund) Pemerintah dari transaksi UP.

d. akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP Kartu
Kredit Pemerintah.

6. Kartu Kredit Pemerintah terdiri atas:

a. kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal yang
digunakan untuk keperluan:

1) belanja barang operasional, antara lain belanja keperluan perkantoran, belanja
pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, dan belanja barang
operasional lainnya;

2) belanja barang non operasional, antara lain belanja bahan dan belanja barang non
operasional lainnya;

3) belanja barang untuk persediaan, antara lain belanja barang persediaan barang
konsumsi;

4) belanja sewa;

5) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, antara lain belanja pemeliharaan gedung
dan bangunan, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, dan
belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya;

6) belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, antara lain belanja pemeliharaan peralatan
dan mesin, belanja bahan bakar minyak dan pelumas dan pelumas khusus
nonpertamina, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, dan
belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;

7) belanja pemeliharaan lainnya, antara lain belanja barang persediaan pemeliharaan
lainnya dan belanja pemeliharaan lainnya; dan/ atau
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8) belanja modal.

b. kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan.
Digunakan untuk komponen pembayaran biaya transpor, penginapan, dan/atau sewa
kendaraan dalam kota.

7. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja barang operasional serta
belanja modal dilakukan dengan nilai belanja paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) untuk 1 (satu) penerima pembayaran dan hanya dapat dilakukan untuk transaksi
pengadaan barang/jasa yang merupakan produk dalam negeri yang disediakan oleh Usaha
Mikro dan Usaha Kecil melalui sarana:

a. katalog elektronik dan toko daring yang disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan
tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

b. marketplace berbasis platform pembayaran pemerintah yang disediakan oleh Kementerian
Keuangan.

Dalam hal Kartu Kredit Pemerintah digunakan untuk transaksi di luar sarana sebagaimana

dimaksud tersebut di atas, nilai belanja paling banyak untuk 1 (satu) penerima pembayaran

berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka

pelaksanaan APBN.
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